
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran
Kementerian NegaralLembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44(6);

3. Peraturen Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
TamOOhan LemOOran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
PedQman Penyusunan dan Penerapan Standar

..Mengingat
•

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan
klnerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kine~a
setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator
kfne~a utama di lingkungan insbnsi masing-masing;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu
ditetapkan peraturan mengenai penetapan indikator
klne~a utama (key perfonnance indicators) di
lingkungan instansi pemerintah dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
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PERATURAN MENTERI NEGARA PENOAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG PENETAPAN INOIKATOR
KINERJA UTAMA 01 llNGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah teakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia;

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan PemberantasanKorupsi;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan EI/aluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4664);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun2004 - 2009;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4614);

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4585);

Menetapkan

( J
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Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang
dimaksud dengan:
1. Kine~a Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.

2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kineria yang dicapai dengan standar, rencana,
atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Pemantauan kine~a adalah serangkaian kegiatan pengamatan
perkembangan kineria pefaksanaan kegiatan atau program dengan
menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kine~a, dan (2)
identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbuf dan atau akan
timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

4. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisesi
pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian
NegaralDepartemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta
lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara (APBN)
danlatau Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah (APBD).

5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik. terukur, dalam
kurunwaktu yang lebih pendekdari tujuan.

7. Program adalah Instrumenkebijakanyang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau
seluruhnya dari APBNdan atau APBD.

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan ke~a sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program. terdiri dari sekumpuian tindakan pengerahan
sumber daya berupa personil (sumber daya manusia). barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa
atau kesemuajenis sumber daya tersebut

{

Pasal1

KETENTUAN UMUM

BAB I
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(1) Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menetapkan indikator kinerja utama
untuk Kementerian KoordinatorlDepartemen/Kementerian Negara/

Pasal4

PEMILIHAN, PENGEMBANGAN. DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III

wajib menetapkan indikator kinerja utama diSetiap instansi pemerintah
lingkunganmasing-masing.

Pasal3
( I

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah
adalah:
a. Untuk rnemperoleh infonnasl kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakanmanajemenkinerja secara baik;
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP,

BAB II

9. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan
tujuan program dan kebijakan.

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran darl kegiatan-kegiatan dalam satu program
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

11. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilandari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

12. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi
pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa
sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada
di lingkungannya.

._
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Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan
beberapa hal berikut ini yaitu:
a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionallDaerah,

Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya
yang relevan;

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraanakuntabilitas kinerja;
d. Kebutuhandata statistik pemerintah;
e. Kelazimanpada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal6
\ '

(1) Indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan
unit organisasi.

(2) Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi
indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan
sebagaiberikut:

a. Indikator kinerja utama pada tingkat KementerianNegara/Departemenl
LPNDlPemerintah ProvinsilPemerintah KabupatenIPemerintah Kota
sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan
kcwenangan, tugas dan fungsi;

b. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah
indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat
lebih linggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;

c. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/Satuan
KerjalSKPO/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator
keluaran (output).

PasalS

Lembaga dan unit organisasi setingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di
bawahnya.

(2) Sekretaris Jenderal Lembaga TInggi Negara dan Lembaga Lain yang
menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan indikator kinerja
utama untuk Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Lain, dan unit organisasi
selingkat Eselon I serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.

(3) Gubernur/BupatilWalikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk
Pemerintah ProvinsilKabupatenlKota dan Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di l>awahnya.
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Indikator kine~autamadigunakan instansi pemerintah untuk:
a. perencanaanjangka menengah;
b. perencanaan tahunan;

Pasal10

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BABIV

(1) Pengembangan dan penetapan indikator kine~a utama wajib
menggunakanprinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan
transparansi guna Inenghasilkan informasi kine~ayang handal.

(2) Dalam hal indikator kinetja utama ini menimbulkan dampak negatif
terhadap kine~a organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi
melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan
pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penetapan
indikator klnerja utama di lingkungan instansi pemerintah ditetapkan oleh
pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan dengan berpecloman
kepada peraturanmenteri ini.

PasaJ9

Pemilihan dan penetapan indikator kine~a utama harus mernenuhl
karakteristik indikator kinetja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran
kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:
a. spesink;
b. dapat dicapai;
c. relevan;
d. menggambarkankeberhasilan sesuatu yang diukur;
e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi
pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi
pemerintah yang bersangkutan.

Pasal7

Pasal8
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Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi
dan pemantauan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja
utama di lingkungan instansi pemerintah.

Pasal14

Pimpinan lnstansi pemerintah melakukan:

a. pemblnaan dalam pengembangan dan penetapan indikator Idnerja utama
di Ilngkungan masing-masing;

b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan
sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal13l I

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

BABV

(1) Instansl Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan
memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi
lnfonnasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang
ada baik berupa kendala, hambatan maupun infonnasi lainnya.

Pasal12

Kebemasuan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi
harus dlnyatakan dengan indikator kinerja utarna.

c penyusunan dokumen penetapan kinerja;

d pelaporan akuntabilitas kinerja;

e evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

f Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan-kegiatan.

Pasal11
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( )

TAUFIQ EFFENDI

MENTERI NEGARA
I}>J-'~~AAN APARATUR NEGARA,

Ditetapkandi Jakarta
padatanggal 31 Mei2007

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(

Pasal 16

PENUTUP

BAB VI

Hal-Hal yang belum dicantumkan dalam peraturan menteri ini, selanjutnya
akan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara tersendiri.

Pasal 15


